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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 
ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan telah menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan N omor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 
atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Untuk menyesuaikan 
pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran dengan redesain sistem perencanaan dan 
penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi 
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, 
TLN No. 5178), PP 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056), Perpres 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 
1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen 
penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan 
kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara 
profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola 
Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan 
kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktorfaktor 
pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan 
bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu 
dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang 
direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya 
dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan, dan pemberian penghargaan dan/atau 
pengenaan sanksi. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran 
berjalan dan 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi 
Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Menteri Keuangan 
melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler untuk tahun anggaran berjalan dan/atau 
tahun anggaran sebelumnya.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 214/PMK.02/2017, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2021 dan diundangkan pada tanggal 15 
Maret 2021. 

  - Lampiran: halaman 35-53. 

 


